
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan negara
kesatuan Republik Indonesia;

1g

b. bahwa pengakuan khusus untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat membutuhkan pengaturan
yang jelas tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan
kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun kabupaten
tentang pemerintahan kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1107);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembahan Negara Republik
Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4.Undang-Undang... vee coe sve cee |.
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang 1 Tahun 2004 Tahun tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang —-Undang 15 lahun 2004 Tahun tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4826);
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15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 3);

16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan
Kehidupan Adat dan Adat !stiadat (Lembaran Daerah Nanggroe
Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 19);

17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);or

18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan
dan Pemberhentian Geuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 30 Tahun
2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan
Adat Istiadat dan Lembaga Adat;

20. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Hukum Adat Gayo;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan >: QANUN TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;n

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
dipimpin oleh seorang gubernur;

3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara
Kesatuan Republik indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

4.Gubernur \.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

Gubemur adalah kepala pemerintah Aceh;

Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tengah;
4.

Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

6.

sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

Pemerintah kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan kabupaten yang
terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten;

7-

Bupati adalah bupatl Aceh Tengah;8.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
9.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah

kabupaten Aceh Tengah;

Camat adalah camat dalam kabupaten Aceh Tengah sebagai perangkat pemerintah

kabupaten;

Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat kerja kabupaten
dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan;

Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah
kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

masyarakat kabupaten Aceh Tengah;

Peraturan bupati adalah Peraturan lanjutan dari qanun kabupaten yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten;

Qanun kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh rayat
genap mufakat dan reje;

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan
urusan rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh reje;

Sarak opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri
dari reje, imem, petue dan rayat genap mufakat dalam suatu kampung untukmenjaga
dan memelihara harkat dan martabat kampungnya;

Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh sarak

opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah kampung adalah reje dan perangkat kampung sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan kampung;

Reje adalah kepala pemerintah kampung;
Bedel adalah penjabat reje untuk masa waktu tertentu karena reje berhalangan
sementara atau berhalangan tetap;
Imem Kampung adalah unsur sarak opat yang mempuyai tugas muperlu sunet dan
melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan,
peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat;

Petue adalah unsur sarak opat yang mempunyai fungsi musidik sasat dengan tugas
melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat;

Sekolat adalah Pembantu Petue;
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33+

34.

35-

36.

37.

38.

Rayat Genap Mufakat yang selanjutnya disingkat RGM adalah unsur sarak opat yang
anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang
terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan

perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi

mengayomi adat dan adat istiadat, berpartisipasi dal penyusunan qanun kampung,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan
pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung;

Banta adalah perangkat kampung yangmemimpin sekretariat kampung;

Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintah kampung;

Pengulu adalah pimpinan dusun;

Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat

yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh Tengah;

Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat Aceh Tengah yangmemiliki sanksi apabila dilanggar;

Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi
pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan
syariat islam;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat
APBKampung adalah Anggaran belanja tahunan pemerintahan kampung yang
bersumber dari APBN, APBA dan APBK, Pendapatan Asli Kampung dan sumber

lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan RGM yang
ditetapkan dengan qanun kampung;

Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilal dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
kampung tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan serta menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara
efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung;

Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan
oleh pemerintah kabupaten untuk kampung, yang bersumber dari bagian dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut

RPJMKampung adalah dokumen perencanaan 5 (Lima) tahun yang memuat arah

kebijakan pembangunan kampung, arah kebijakan keuangan kampung, kebijakan
umum dan program disertal dengan rencana kerja;

Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung
adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan
penjabaran dari RPJ/MKampung yang memuat rencana kerangka ekonomi kampung
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program-
program pembangunan kampung, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kampung maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja
pemerintah kabupaten dan RPJMKampung;

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut LPPK
adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung selama1 (satu) tahun
berdasarkan RKPKampung yang disampaikan oleh reje kepada bupati;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPj adalah

Laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1

(satu) tahun anggaran dan/atau diakhir masa jabatan yang disampaikan oleh reje
kepada RGM;
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39.

40.

41.

4?.

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut IPPK
adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat
melalui media yang tersedia di kampung;

Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disebut LAMJ adalah laporan yang
berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) priode
masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh reje kepada RGM;

Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha

kampung yang berbadan hukum yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah
kampung dengan qanun kampung;

Penyelesaian sengketa adat kampung adalah permusyawaratan dalam menyelesaikan
berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang
hukum adat dan atau syariat oleh sarak opat yang dipimpin oleh Reje;

43. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian,

44.

pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta konsultasi mengenai
penyelenggaraan pemerintahan kampung;

Pengawasan adalah tindakan melakukan supervisi, monitoring, pengawasan umum
dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB I!

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pembentukan Kampung

Paragraf Kesatu
lujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna
terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Paragraf Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

a.
b.
c.

©

jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga;
luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan;
wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam
kampung;
sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan bermasyarakat sesuai adat istiadat
setempat;
memiliki potensi kampung;
batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk batas alam atau batas buatan yang
tidak berubah, dengan persetujuan dari kampung tetangga dalam bentuk peta batas
kampung;
tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik;
tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kampung.

d.

f.

Paragraf Ketiga he



Paragraf Ketiga
Tata cara Pembentukan

Pasal 4

(1) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat atau pemerintah kabupaten dengan

memperhatikan asal-usul kampung dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau

pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan

kampung diluar kampung yang telah ada;

(3) Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah

mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan kampung paling kurang 5 (lima)
tahun.

Pasal 5

(1) Dalam pembentukan kampung harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah

penduduk, batas kampung dan jumlah dusun minimal 2 (dua) dusun yang telah

dibentuk.
(2) Pemberian nama kampung disesuaikan dengan sejarah dan adat Istiadat setempat.

Pasal 6

Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa masyarakat adalah sebagai berikut :

a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung;
b. masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada RGM dan reje;
c. RGM mengadakan rapat bersama reje untuk membahas usul masyarakat tentang

pembentukan kampung dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil

rapat;
d. reje mengajukan usul pembentukan kampung kepada bupati melalui camat, disertai

berita acara hasil rapat dan rencana wilayah administrasi kampung yang akan dibentuk;
e. dengan memperhatikan dokumen usulan reje, bupati membentuk dan menugaskan tim

kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan peninjauan ke kampung yang
akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada bupati;

f. bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada gubernur dengan melampirkan
hasil kajian tim Kabupaten;

g- bila gubemur dapat menyetujui pembentukan kampong persiapan, Bupati menyiapkan
rancangan peraturan bupati tentang pembentukan kampong persiapan;

h. rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas, ditetapkan
setelah dikonsultasikan dengan DPRK;

pasal 7

Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa pemerintah kabupaten adalah sebagai
berikut:
a. berdasarkan evaluasi tim kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan

kampung dinyatakan bahwa suatu kampung atau bagian dari wilayah beberapa
kampung layak dibentuk kampung baru;

b. bupati mengajukan rancangan qanun tentang pembentukan kampung sebagaimana
dimaksud pada huruf a kepada DPRK untuk dibahas bersama setelah memberoleh
persetujuan dari gubernur.

Pasal 8 hb
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pasal 8

a. Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f dalam kurun waktu
paling lama 3 (tiga) tahun dapat ditingkatkan statusnya menjadi kampung definitif
berdasarkan hasil evaluasi tim kabupaten;

b. Dalam hal evaluasi tim kabupaten menyatakan bahwa kampung persiapan tersebut
tidak memenuhi syarat menjadi kampung maka bupati menetapkan peraturan bupati
tentang penghapusan kampung persiapan tersebut dan wilayah kampung persiapan
kembali menjadi wilayah kampung induknya;

¢. Apabila hasil evaluasi tim kabupaten menyatakan bahwa kampung persiapan tersebut
memenuhi syarat menjadi kampung maka bupati menyiapkan rancangan qanun
tentang pembentukan kampung;

d. Bupati mengajukan rancangan qanun tentang pembentukan kampung kepada DPRK
untuk dibahas bersama.

Bagian Kedua
Penggabungan dan Penghapusan Kampung

Pasal 9

(1) Kampung yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan kampung lain atau dihapus;

(2) Penggabungan atau penghapusan kampung sebagaimana pada ayat (1), terlebih
dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah kampung dan RGM dengan masyarakat
kampungmasing-masing;

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan
bersama reje yang bersangkutan;

(4) Keputusan bersama reje sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah
satu reje atau secara bersama-sama kepada bupati melalui camat;

(5) Hasil penggabungan atau penghapusan kampung sebagalmana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan dengan qanun kabupaten;

(6) Qanun kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain:
tujuan,;
syarat;
mekanisme;
penghapusan nama kampung yang dihapus;
nama Kampung yang baru dibentuk;
pengaturan pemerintahan kampung;
pengaturan sarana dan prasarana;
pengaturan lembaga kemasyarakatan;
pengaturan kekayaan kampung;
pengaturan batas wilayah kampung yang dilengkapi dengan peta kampung.

a.
b.
G
d.
e,
f

h.

Pasal 10

Pemerintah kabupaten dapat memprakarsai penggabungan dan penghapusan kampung,
dengan tatacara sebagai berikut:
a. berdasarkan evaluasi tim kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung

dinyatakan bahwa suatu kampung dan atau beberapa kampung sudah tidak memenuhi
syarat sebagai kampung maka dapat dilakukan penghapusan kampung dan
menggabungkannya dengan kampung lain atau membentuk kampung baru;

b. bupati mengajukan rancangan qanun tentang penghapusan dan penggabungan
kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada DPRK untuk dibahas bersama;

Bagian Ketiga \.



Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kampung

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

Kampung merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah kecamatan
dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten.

Paragraf Kedua
Tugas

Pasal 12

Pemerintahan kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara

otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat istiadat, memanfaatkan
sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam serta memelihara kehormatan wilayah
dan warganya.

Paragraf Ketiga
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kampung mempunyai
fungsl:
a. menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi yang

bersipat asal usul, asas desentralisasi maupun tugas pembantuan serta segala urusan

pemerintahan lainnya yang berada di kampung;
b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan

berdemokrasi secara berkeadilan di kampung;
c. peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam;
d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial

budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak-hak dasar

masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
pelestarian adat dan adat istiadat di kampung;

g. penyelesaian persengketaan dalam hal adanya pelanggaran syariat islam, perkara adat
dan tindak pidana ringan.

Paragraf Keempat
Wewenang

Pasal 14

(1) Kewenangan kampung mencakup:
a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung dan ketentuan

adat dan adat istiadat;
b. kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung;
c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten;
d. kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan

kepada kampung.
2) Kewenangan \e



(2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh pemerintahan kampung dan ditetapkan
dalam qanun kampung.

(3) Kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada kampung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 15

(1) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten
kepada kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf ¢ wajib disertai

dengan pembiayaan, sarana dan prasana, serta sumber daya manusia.

(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah kampung dapat menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,
serta sumber daya manusia.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 16

Penyelenggaraan pemerintahan kampung berpedoman pada asas umum

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu :

asas syariat islam;
asas kepastian hukum;
asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
asas tertib kepentingan umum;
asas keterbukaan;
asas demokrasi;
asas keadilan;
asas keseimbangan;
asas pemberdayaan masyarakat;
aSas profesinalitas;
asas akuntabilitas;

. asas efisiensi;
m. asas efektivitas.

a.
b.

Ge
d.

e.

Bagian Kesatu
Pemerintah Kampung

Pasal 17

(1) Pemerintah kampung dipimpin oleh seorang reje;
(2) Reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh perangkat kampung;
(3) Reje bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kampung sesuai

dengan kewenangan kampung.

Pasal 18 \
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Pasal 18

(1) Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran

qanun ini.

(2) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung ditetapkan dengan qanun

kampung.
(3) Pedoman dan tata cara penyusunan organisasi serta tata kerja pemerintah kampung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua
REJE

Paragraf Kesatu
Persyaratan bakal Calon Reje

Pasal 19

Bakal calon reje harusmemenuhi syarat sebagai berikut :

warga Negara Republik Indonesia;
bertaqwa kepada Tuhan yang Maha esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
mampu membaca Al—Qur’an bagi yang berama islam;
taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan

Pemerintah Republik indonesia;
berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang
sederajat dibuktikan dengan STTB;

f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan
pendaftaran bakal calon;
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

pemerintah;
nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
tidak pernah dijatuhl pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam

dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau

politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
|. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yangmempunyai

kekuatan hukum tetap;
m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi minum khamar dan

berkhalwat;
n. tidak pernah diberhentikan dari jabatan reje dalam massa jabatannya;
0. memahami adat istiadat setempat;
p. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum

harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
q. bagi perangkat kampung, Anggota RGM, Petue dan imem kampung yang akan

mencalonkan diri menjadi reje maka harus terlebih dahulu non aktif;
r. terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang

bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan
dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;

s. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
t. bersedia bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan setelah terpilh menjadi

reje, dan;
u. bersedia untuk tidakmenduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi reje.

@

Paragraf kedua
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Paragraf Kedua
Tugas danWewenang

Pasal 20

(1) Reje mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan dan pembinaan adat kampung berlandaskan syariat islam.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), reje mempunyai
wewenang:
b
c.
d

memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
. mengajukan rancangan qanun kampung;
menetapkan ganun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama RGM;

. Menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APBKampung
untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama RGM;
menyusun RPJMKampung dan RKPKampung melalui musyawarah perencanaan
pembangunan kampung;
melaksanakan RPJKampung dan RKPKampung;
membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung
secara partisipalil;
memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung;
mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Paragraf Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya reje mempunyai hak :

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung lainnya
kepada camat;

b. mengajukan rancangan qanun kampung;
mengelola keuangan kampung dan kekayaan kampung sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
menetapkan pejabat pengelola keuangan kampung;
melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung;
menerima penghasilan tetap setiap bulan, dan/atau tunjangan lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 reje mempunyai
kewajiban :

a. melaksanakan dan menegakkan syariat islam, memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
meningkatkan kesejahteraan rakyat;
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
melaksanakan kehidupan demokrasi;
melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari
kolusi, korupsi dan nepotisme;
menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung;
mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik;
melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung;
melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung;

k.mendamaikan
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k. mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung;
|. mengembangkan ekonomi masyarakat Kampung;
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat

serta kearifan lokal;
n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung,dan
©. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

p. membuat nota tugas kepada Banta apabila Reje menjalankan tugas luar atau

perjalanan dinas;
q. menyelenggarakan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat,

pelanggaran syariat dan tindak pidana ringan sesuai kewenangannya berdasarkan

ketentuan yang berlaku.
r. memelihara dan mendayagunakan aset/kekayaan kampung untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Paragraf Keempat
Tanggung Jawab dan Pelaporan

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta

hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, reje bertanggung jawab untuk

memberikan laporan dalam bentuk :

LPPKampung;
LKPj;
IPPKampung;
LAMj; dan
laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.
b.

d.

Pasal 23

(1) LPPKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a disampaikan kepada

bupati melalui camat dengan tembusan kepada mukim;

(2) LPPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan —_1 (satu)
kali dalam setahun;

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh bupati sebagai dasar
melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan sebagai bahan

pembinaan lebih lanjut.

Pasal 24

(1) LKPj sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b disampaikan kepada RGM 1 (satu)
kali dalam satu tahun pada musyawarah RGM.

(2) Musyawarah RGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dengan
mengundangmasyarakat.

1

Pasal 25

IPP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf ¢ disampaikan kepada
masyarakat melalui media yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi kampung
setempat.

Pasal 26

LAMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d disampaikan kepada RGM dan

disampaikan juga kepada bupati melalui camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum

berakhirnya masa jabatan.

Paragrat kelima
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Paragraf Kelima
Larangan

Pasal 27

(1) Reje dilarang:
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri,

anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;
b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa

dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan

dilakukannya;
c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota RGM, lembaga adat dan

lembaga kemasyarakatan di kampung yang bersangkutan;
d, merangkap jabatan sebagai anggota DPRK;

menjadi pengurus partai politik dan partai palitik lokal;
terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur
dan pemilihan bupati;
merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan
mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya,;
menyalahgunaan wewenang;
melanggar sumpah jabatan, dan
meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan dan
izin kepada RGM.

(2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan
administratif berupa teguran, skorsing atau pemberhentian.

Paragraf Keenam
Pemberhentian

Pasal 28

(1) Reje berhenti, karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri, atau
c. diberhentikan

(2) Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap

secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai reje;
dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
tidak melaksanakan kewajiban reje;
melanggar larangan bagi reje dan

g. terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje.

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), reje dapat
diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum
khamar atau karena adanya keputusan mahkamah syar’iyah dan atau peradilan adat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan
ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan
musyawarah kepada bupati melalui camat;

(5) Usul pemberhentian
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